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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis sebutkan di atas, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan Undang-Undang Cipta Kerja tentang pemutusan hubungan
kerja (PHK) mencakup beberapa substansi yang mengubah,
menghapus, dan/atau menentukan isi dari Kode Ketenagakerjaan.
Termasuk di dalamnya Pasal 164 (1) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perusahaan hanya dapat
memberhentikan pekerja jika perusahaan mengalami kerugian selama
dua tahun berturut-turut atau perusahaan tutup karena force majeure.
Namun, berdasarkan Pasal 154A (1) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, perusahaan dapat
memberhentikan pekerja dengan alasan efisiensi.

2. Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada masa covid-19
di Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram yaitu melalui jalur non litigasi
dengan cara mediasi yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri Tenaga Kerja Rl Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata kerja
Mediasi dan mediasi yang dilakukan selama pandemi covid-19 harus

tetap mematuhi protokol kesehatan.
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A. Saran
Berdasarkan uraian di atas, maka adapun saran dalam tulisan ini
yaitu:

1. Diharapkan perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) untuk menghindari PHK dengan alasan efisiensi, perusahaan
dapat melakukan merumahkan pekerja untuk sementara, mengurangi
hak-hak pekerja, misalnya tidak memberikan uang transpor, karena
pekerjaan dilakukan dari rumah, tidak memberikan Tunjangan Hari
Raya karena omset perusahaan mengalami penurunan, tidak
memberikan bonus-bonus dan bentuk insentif lainnya. Apabila PHK
dengan alasan efisiensi tidak dapat dihindari maka perusahaan
diharuskan tetap menyelesaikan dan memenuhi hak-hak pekerja/buruh
seperti hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa Kkerja, dan
uang pengganti hak yang sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

2. Sehubungan dengan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang
meningkat selama masa pandemi covid-19, diharapkan Dinas Tenaga
Kerja Kota Mataram menambah mediator untuk meningkatkan kualitas
kerja mediator dalam melakukan mediasi. Kemudian, diharapkan
Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram dapat melakukan mediasi online
sebagai alternatif penyelesaian sengketa karena secara lex generalis
telah diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Undang-Undang
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Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial. Kedua aturan tersebut memungkinkan pelaksanaan mediasi
online sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa
hubungan industrial. Namun, guna memperkuat kedudukan mediasi
online secara yuridis, diperlukan adanya pengaturan yang secara lex
specialis mengatur kedudukan serta pelaksanaan mediasi online yang
dilakukan diluar pengadilan, khususnya dalam perselisihan hubungan

industrial.
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